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ABSTRACT 
The main source of income for a major State is comes from tax revenues. The imposition of income tax, especially 
in the MSME’s sector (Micro, Small Medium Enterprises) has a huge potential revenue, but the awareness of 
Taxpayers to comply with it’s obligations is still low. Therefore, the government attempts to issue tax rules in 
order to facilitate the perpetrators of MSME’s with the method of recording to pay the Final Income Tax of 1% 
of the business turnover per month. Along with the rises development of UMKM business with a turnover above 
Rp 4.800.000.000 are required to do bookkeeping in accordance with applicable provisions although very simple. 
But not all business owners are able to do bookkeeping because of the limitations of resources by the owner. The 
purpose of this research is to assist the MSME’s required by the rules to conduct bookkeeping in applying 
obligations as Taxpayer in accordance with the provisions of the Tax Law. This type of qualitative research is a 
case study. The method of data collection obtained through literature study, interview, observation, and 
documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and verification. The result of 
this research shows that the obligation of taxation required on CSG trade store 2017 is not fully done considering 
the incapability of the resources by the owner to do bookkeeping and pay the installment of Income Tax Article 
25.  
  
Keywords: Income Tax (PPh), MSME’s, Recording, Bookkeeping 
 
ABSTRAK 
Sumber utama penerimaan suatu Negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan Pajak Penghasilan 
(PPh) khususnya pada sektor UMKM memiliki potensi penerimaan yang sangat besar, namun kesadaran Wajib 
Pajak (WP) untuk mematuhi kewajibannya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya 
menerbitkan aturan pajak dengan tujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dengan metode pencatatan 
untuk membayar PPh Final 1% dari omset usaha perbulan. Seiring perkembangan bisnis yang semakin cepat 
UMKM dengan omset diatas Rp. 4.800.000.000,- dituntut untuk melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang 
berlaku walaupun dengan sangat sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu UMKM dalam memenuhi 
kewajiban sebagai WP sesuai Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan 
adalah studi kasus. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan berupa teknik analisis reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban perpajakan yang diwajibkan pada UMKM Toko CSG 
tahun 2017 yaitu melakukan pembukuan dan membayar angsuran PPh Pasal 25, hal tersebut belum sepenuhnya 
dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki. 
 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh), UMKM, Pencatatan, Pembukuan 
 
 
PENDAHULUAN 

Sumber utama pendapatan suatu Negara 
terbesar berasal dari penerimaan pajak, menurut 
Ilmia dan Andriani (2014) hampir 78% (tujuh puluh 
delapan persen) pendapatan Negara diterima dari 
pajak dan 70% (tujuh puluh persen) penerimaan 
pajak digunakan untuk mendanai belanja Negara.  

Pengenaan pajak atas penghasilan kepada 
orang pribadi maupun badan khususnya yang 

memiliki kegiatan usaha berkategori Mikro, Kecil 
dan Menegah (UMKM) di Indonesia memiliki 
potensi penerimaan pajak cukup besar dari sektor 
ini. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak 
utama sektor riil yang berpengaruh langsung 
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah (2011) jumlah UMKM 
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sebanyak 55,2 juta unit dengan terbagi sebagai 
berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit 
Usaha kecil dan 44.280 unit Usaha Menengah. 
Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah sekitar 
99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada.  

Pemerintah mengatur khusus tentang aturan 
penerimaan pajak sebagai kontribusi wajib kepada 
negara dari seluruh penghasilan usaha orang pribadi 
maupun badan yang mempunyai penghasilan 
termasuk bagi pelaku UMKM yang diatur tersendiri 
dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan dengan menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Netto atau Norma 
Pembukuan berdasar tarif Pasal 17. Pembukuan 
yang diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan minimal tersedia data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, 
dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut. Sedangkan, pencatatan yaitu seluruh 
penerimaan atau penghasilan yang diperoleh dalam 
satu masa perhitungan pajak.  

 
Latar Belakang 

Tidak semua pelaku UMKM memiliki 
kemampuan untuk menyelenggarakan pembukuan, 
inilah salah satu penyebab penerimaan pajak dari 
sektor UMKM belum maksimal. Dalam rangka 
meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah 
melakukan berbagai upaya untuk memudahkan 
teknis perhitungan pajak bagi UMKM, salah satu 
cara yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur 
tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
(WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. 
Aturan dengan payung hukum PP No. 46 Tahun 
2013 dikhususkan untuk Pelaku UMKM yang 
memiliki peredaran omset usahanya maksimal Rp. 
4.800.000.000,- selama satu tahun. Oleh karena itu 
wajib bagi pelaku usaha tersebut menerapkan 
perhitungan penghasilan pajak menggunakan tarif 
final 1%. 

Seiring perkembangan usaha didunia bisnis, 
pengusaha tentunya selalu mengharapkan 
keuntungan yang lebih baik pada setiap periodenya. 
Jika dalam satu tahun usaha tersebut memiliki 
penghasilan bruto dari penjualan telah melewati 
batas maksimal pemberlakuan PP No. 46 Tahun 
2013, maka kategori usaha tersebut tidak berlaku 
lagi perhitungan dengan tarif pajak final 1% ditahun 
berikutnya dan wajib hukumnya bagi pelaku usaha 
tersebut menerapkan perhitungan penghasilan pajak 
menggunakan norma pembukuan dengan tarif Pasal 
17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan.  

Mayoritas pelaku usaha berkategori UMKM 
ini memiliki berbagai kendala pada sumber daya, 

disatu sisi pelaku usaha tersebut ingin mentaati 
aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi 
dengan menggunakan metode pembukuan memiliki 
kendala dan kesulitan tersendiri bagi pelaku usaha 
mengingat keterbatasan informasi dan sumber daya 
yang dimiliki UMKM. Rohman, et al. (2011) 
menyatakan bahwa pembukuan yang kurang baik 
bukannya disengaja oleh pihak perusahaan. 
Kebanyakan usaha kecil dan menengah memang 
kurang memiliki skill yang diperlukan untuk 
membuat pencatatan dan pelaporan akuntansi yang 
baik karena minimnya sumber daya yang ada.  

Berdasarkan fenomena diatas Peneliti 
melakukan studi kasus dan observasi pada salah satu 
pemilik UMKM wajib pajak orang pribadi dibidang 
penjualan cat di Kota Depok, yaitu Toko CSG. 
Selama ini UMKM tersebut sudah melaksanakan 
kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun 
seiring perkembangan usaha penghasilan pelaku 
UMKM tersebut meningkat diatas Rp. 
4.800.000.000,- pada tahun 2016. Oleh karena itu, 
peneliti memilih UMKM Toko CSG sebagai obyek 
penelitian melihat potensi dalam bidang tersebut 
sangat memadai untuk memperlihatkan dampak dari 
berlakunya aturan tersebut. 

 
Permasalahan 

Pengenaan aspek perpajakan bagi wajib 
pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan 
diatur khusus dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan. Bagi UMKM wajib 
pajak orang pribadi khususnya yang memiliki 
peredaran bruto usaha setahun sampai dengan Rp. 
4.800.000.000,- wajib melakukan pencatatan 
mengenai informasi hasil usahanya dan dikenakan 
perhitungan pajak final 1%. Sedangkan bagi wajib 
pajak yang telah memiliki penghasilan usaha diatas 
Rp. 4.800.000.000,- per tahun wajib melakukan 
pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam hal ini Toko CSG wajib melakukan 
pembukuan dikarenakan pada tahun 2016 omset 
usahanya telah melebihi Rp. 4.800.000.000,- sesuai 
dengan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Pajak Penghasilan yang mewajibkan 
wajib pajak tersebut menerapkan perhitungan 
perpajakan dengan metode pembukuan berdasarkan 
tarif Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Pajak Penghasilan.  

Pemilik UMKM wajib mentaati aturan 
tersebut tetapi dikarenakan keterbatasan sumber 
daya yang dimiliki untuk menghitung kewajiban 
pajaknya, sehingga perhitungan pajak terutang pada 
tahun buku 2016 belum sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Mengingat kurangnya informasi yang 
dimiliki oleh pemilik usaha sebagai konsekuensi 
perkembangan bisnis Toko CSG untuk menghitung 
berapa bersarnya pajak yang harus dikenakan oleh 
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wajib pajak tersebut, maka dalam penelitian ini 
peneliti akan dibahas bagaimana pengenaan 
perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang 
seharusnya dikenakan pada Toko CSG dalam 
memenuhi aspek kewajiban perpajakannya. 
 
Tujuan Penelitian 

Peneliti fokus membahas penerapan 
perhitungan pajak penghasilan dengan 
menggunakan metode pembukuan yang diatur 
dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP serta 
perhitungan pajak dengan tarif yang diatur dalam 
UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Tujuan 
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi aktivitas bisnis dan kewajiban 

perpajakan yang sudah dilaksanakan pada 
UMKM Toko CSG 

2. Menganalisis dan menyusun pembukuan pada 
UMKM Toko CSG sesuai dengan kententuan 
perpajakan yang berlaku 

3. Membantu UMKM Toko CSG dalam 
menerapkan kewajiban perpajakan atas hasil 
usaha dengan mudah sesuai ketentuan 
perpajakan yang berlaku 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Perpajakan 

UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 
ayat 29 menyatakan bahwa, pembukuan adalah 
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, 
dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut.  

UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 
28 ayat 9 menyatakan bahwa, pencatatan adalah 
pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur 
tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau 
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung 
jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan 
yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak 
yang bersifat final. 

Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan sistem self assesment 
wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran 
dan pelaporan pajak terutang sendiri. Menurut 
Resmi (2016:30), membayar sendiri pajak yang 
terutang dilakukan dengan berbagai cara sebagai 
berikut: 
a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 

25) 
b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun,  

Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh menurut 
Resmi (2016:39), adalah sebagai sarana untuk 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 
dan untuk melaporkan tentang: 
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dan/atau melalui 
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 
1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak 

b. Penghasilan merupakan objek pajak dan/atau 
bukan objek pajak 

c. Harta dan kewajiban 
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut 

tentang pemotongan atau pemungutan pajak 
orang pribadi atau badan lain dalam satu masa 
pajak sesuai ketentuan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku 

 
2. Akuntansi Bisnis 

Menurut Sujarweni (2016:1), akuntansi 
adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan 
faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, 
neraca lajur, kemudian akan menghasilkan 
informasi dalam bentuk laporan keuangan yang 
digunakan pihak-pihak tertentu. 

Fungsi akuntansi dalam bisnis adalah untuk 
menyediakan informasi yang andal sebagai dasar 
untuk mengambil keputusan. Menurut Sumarsan 
(2013), fungsi akuntansi yaitu: 
a. Untuk memberikan informasi keuangan 

perusahaan 
b. Untuk mengalokasikan sumber-sumber daya 

langka sehingga pemakai informasi dapat 
memutuskan modal harus diinvestasikan kemana 

c. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja 
manajemen kepada pemilik 

d. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan. 
 
3. Laporan Keuangan 

SAK ETAP (2015:3), tujuan laporan 
keuangan adalah menyediakan informasi posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas 
suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi 
oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat 
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi 
kebutuhan informasi tertentu. 

 
Macam-macam Laporan Keuangan 
Neraca 

SAK ETAP (2015:15), menyatakan bahwa 
neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas 
entitas pada suatu tanggal tertentu akhir pelaporan 
dan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 
a. Kas dan setara kas 
b. Piutang usaha dan piutang lainnya 
c. Persediaan 
d. Properti investasi 
e. Aset tetap 
f. Aset tidak berwujud 
g. Utang usaha dan utang lainnya 
h. Aset dan kewajiban pajak 
i. Kewajiban diestimasi 
j. Ekuitas 
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Laporan Laba Rugi 

Priyati (2013:12), menyatakan laporan rugi 
laba adalah laporan tentang ikhtisar pendapatan-
pendapatan dan biaya-biaya suatu perusahaan untuk 
jangka waktu tertentu. Dalam laporan rugi laba ada 
dua hal yang harus diperhatikan yaitu pendapatan-
pendapatan dan biaya-biaya, bila jumlah pendapatan 
lebih besar dari  jumlah biaya maka selisihnya 
disebut laba, sebaliknya bila jumlah pendapatan 
lebih kecil dari jumlah biaya, maka selisihnya 
disebut rugi  

Perbedaan laporan keuangan untuk tujuan 
informasi keuangan dalam dunia bisnis dan pajak 
sangat berbeda. Jika laporan keuangan bisnis 
ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi perusahaan 
maka laporan keuangan untuk tujuan fiskal 
ditujukan untuk menghitung pajak. Berdasarkan 
kondisi tersebut laporan keuangan disusun dengan 
prinsip yang berbeda, untuk kepentingan bisnis 
disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum. 
Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun 
berdasarkan UU Perpajakan. Menurut Kesit (dalam 
Resmi, 2016:386), menyatakan bahwa pendekatan 
yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan 
fiskal yaitu: 
a. Laporan keuangan fiskal disusun secara 

berdampingan dengan laporan keuangan 
komersil 

b. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtable dengan 
laporan keuangan bisnis. Laporan keuangan 
fiskal disususn secara terpisah diluar pembukuan 
(ekstrakomtable) melalui penyesuaian atau 
proses rekonsiliasi 

c. Laporan keuangan fiskal disusun dengan 
menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam 
laporan keuangan bisnis 
 

4. UMKM 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
menyatakan bahwa pasal 6 ayat: 
1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah). 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai 
berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah) 

 
METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini pedekatan penelitian 
yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode 
kualitatif menurut Sugiyono (2013:13), dapat 
diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 
dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara gabungan, 
analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 
penelitian lebih menekankan makna daripada 
generalisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
dengan cara melakukan observasi serta jenis 
penelitian adalah studi kasus. Melakukan 
wawancara dan mengumpulkan data berupa 
dokumen yang berhubungan dengan pajak pada 
UMKM Toko CSG. 

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 
2013:14), jenis penelitian studi kasus adalah 
merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, 
dimana peneliti melakukan eksplorasi secara 
mendalam terhadap program, kejadian, proses, 
aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus 
terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti 
melakukan pengumpulan data secata mendetail 
dengan menggunakan berbagai prosedur 
pengumpulan data dan dalam waktu yang 
berkesinambungan. 

Bila dilihat dari sumber datanya menurut 
Sugiyono (2013:187), sumber primer adalah sumber 
data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan 
sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau dokumen. Penelitian ini akan menggunakan 
data primer. Data primer yang digunakan berupa 
catatan mengenai hasil usaha dan dokumen pajak 
(SSP) yang diberikan oleh pemilik UMKM tahun 
pajak 2016 serta juga melalui wawancara dan 
observasi dengan pemilik usaha. 

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang 
menggunakan probability sampling, jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 



Account: Mohammad  Mozart 

Politeknik Negeri Jakarta, 2018                                                                                                     Halaman  785 

 

non-probability sampling. Menurut Sugiyono 
(2013:301), dalam penelitian kualitatif teknik 
pengambilan sample yang sering digunakan yaitu 
Purposive sampling adalah teknik pengambilan 
sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. 
Peneliti memilih orang tertentu yang dianggap 
mengetahui dan dipertimbangkan akan memberi 
data yang diperlukan. UMKM Toko CSG dipilih 
sebagai objek penelitian karena berdasarkan 
informasi yang diperoleh peneliti, UMKM tersebut 
dapat memberikan informasi yang diperlukan dan 
kewajiban perpajakan telah sesuai dengan kriteria 
dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yang 
mewajibkan bagi pengusaha dengan omset diatas 
Rp. 4.800.000.000,- untuk menyelenggarakan 
pembukuan. 

Teknik Pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan, wawancara, observasi, dokumentasi. 
Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 
(dalam Yusuf, 2014:407), terdapat tiga teknik 
analisis data kualitatif yaitu: 
1. Reduksi Data  
2. Penyajian Data (Data Display) 
3. Kesimpulan/Verifikasi 

Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif 
dengan memilih dan menyederhanakan data terkait 
catatan hasil usaha serta dokumen lain agar dapat 
disusun sesuai kaidah yang berlaku dengan 
menggunakan alat bantu berupa aplikasi Microsoft 
Exel dan disajikan dengan memperhatikan pengaruh 
pengetahuan perpajakan pemilik UMKM serta 
mendokumentasikan informasi untuk dianalisis dan 
dibuat kesimpulan 

 
PEMBAHASAN 
Sejarah Singkat 

Toko CSG merupakan usaha dagang cat 
tembok toko milik perseorangan yang berdiri sejak 
tahun 2006. Produk cat yang dijual merupakan cat 
interior dan eksterior. Toko CSG didirikan oleh 
Bapak T selaku pemilik usaha yang memiliki 
seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak. Pada saat 
pertama kali mendirikan usaha dagang cat tembok, 
Bapak T hanya menyewa sebuah ruko kecil dan 
tidak memiliki karyawan. Tahun 2014 pemilik usaha 
dapat membeli sebuah ruko dilokasi yang strategis 
sehingga terjangkau oleh masyarakat karena lokasi 
usaha yang strategis, banyak masyarakat dengan 
mudah membeli catnya dan menjadi pelanggan 
tetapnya.  

Seiring pertumbuhan usaha yang semakin 
besar, kini Bapak T telah memiliki 4 orang 
karyawan, pada tahun 2016 usaha tersebut 
mencatatkan omset dari penjualan sebesar Rp.  
10.117.069.500,-. Menurut UU Nomor 20 Tahun 
2008 tentang UMKM, Toko CSG termasuk kedalam 
kriteria usaha menengah dengan memiliki kekayaan 
bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan 
paling banyak Rp10.000.000.000,- tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,-. Dengan demikian 
pemberlakuan perhitungan pajak yang mewajibkan 
bagi pengusaha dengan peredaran bruto usaha diatas 
Rp. 4.800.000.000,- menggunakan metode 
pembukuan seharusnya sudah wajib diberlakukan 
pada usaha ini. 

 
Perkembangan Aktivitas Bisnis Toko CSG 

Setiap pengusaha yang menjalankan kegiatan 
bisnis dipastikan selalu mengharapkan keuntungan 
pada setiap periode usahanya. Oleh karena itu dalam 
menunjang kegiatan bisnis pengusaha, usaha 
tersebut membutuhkan informasi keuangan yang 
akurat. Peran akuntansi dalam dunia bisnis sangat 
menunjang dalam menyediakan informasi keuangan 
berupa kinerja perusahaan guna memberikan akses 
informasi bagi pihak internal maupun eksternal yang 
berkepentingan dalam memperoleh informasi 
keuangan tersebut.  

Dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi 
pada UMKM Toko CSG, pemilik mempekerjakan 
karyawan yang membantu melakukan pencatatan 
transaksi setiap harinya dan kemudian direkap setiap 
periode dan menghasilkan sebuah informasi berupa 
laporan keuangan sederhana yang berfungsi untuk 
mengetahui berapa omset dan biaya yang 
dikeluarkan pada usaha tersebut selama periode 
tertentu. Menurut Rohman, et al. (2011), 
menyatakan bahwa meskipun demikian, untuk 
mengetahui angka omset penjualan perusahaan 
dalam setahun perlu juga diselenggarakan 
pencatatan meskipun masih sederhana. Artinya tetap 
saja perusahaan memerlukan pembukuan meskipun 
sederhana dalam rangka melakukan penghitungan 
pajak. 

 Jika dilihat dari aspek perpajakan UMKM 
Toko CSG dalam melakukan pencatatan sudah 
memadai untuk menghasilkan informasi keuangan 
walaupun masih sangat terbatas dan relatif kurang 
memadai untuk mencerminkan kondisi rill usaha, 
namun penyajian laporan keuangan tetap dilakukan. 
Meskipun demikian kurangnya pengetahuan yang 
dimiliki pengusaha tersebut untuk menyajikan 
informasi keuangan yang wajar menurut ketentuan 
akuntansi bisnis yang berlaku umum tidak 
menghalangi pemilik untuk melakukan pembukuan 
yang lebih baik dimasa yang akan datang. Tetapi 
informasi yang saat ini dimiliki UMKM Toko CSG 
sangat berguna dalam rangka menentukan 
perubahan metode perhitungan pajak menggunakan 
prinsip pencatatan atau pembukuan. 

 Selama ini Toko CSG sudah melakukan 
pencatatan dengan baik dan memenuhi aspek 
perpajakan dengan membayar PPh Final 1% yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan 
Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
Namun seiring perkembangan usaha pada tahun 
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2016 UMKM tersebut mencatatkan omset penjualan 
yang telah melebihi batas aturan perpajakan yang 
mewajibkan usaha tersebut membayar pajak secara 
final 1% dari penghasilan usaha atau omset. Berikut 
pengolahan informasi omset yang dimiliki Toko 
CSG adalah: 

 

 
 

 Pada tahun 2016 UMKM Toko CSG 
mencatatkan peredaran bruto atau hasil usaha 
selama periode tersebut memperoleh peredaran 
bruto kumulatif pada bulan Juni 2016 telah melebihi 
Rp. 4.800.000.000,- dan total pendapatan bruto 
tahun 2016 sebesar Rp. 10.117.069.500,- sehingga 
menurut aturan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 
2013 Pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal 
peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah 
Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta 
rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada 
Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak 
Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-undang 
Pajak Penghasilan dan Pasal 3 ayat 3 menyebutkan 
bahwa dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib 
Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah 
Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta 
rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap 
dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah 
ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun 
Pajak yang bersangkutan.  

Jadi menurut aturan tersebut UMKM Toko 
CSG pada tahun 2016 masih diwajibkan membayar 
pajaknya sesuai ketentuan PPh Final 1% hingga 
akhir tahun masa pajak tersebut dan pada tahun 
selanjutnya UMKM tersebut diwajibkan melakukan 
pembukuan sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 
2013 tentang Pajak Penghasilan dengan tarif Pasal 
17. 

 
Rekapitulasi Transaksi Toko CSG 

Dalam melaksanakan pencatatan/rekap 
transaksi kumulatif pada UMKM Toko CSG tahun 
2016 diperoleh data sebagai berikut: 

 

 

 
 

Untuk tujuan pencatatan transaksi penjualan 
dan beban pada usaha ini, Toko CSG menngunakan 
metode kas basis atau stelsel kas murni sehingga 
untuk tujuan pencatatan hanya dicatat berdasarkan 
pendapatan dan biaya rill yang terjadi pada periode 
tersebut. Menurut Purwanto (2013), bagi wajib 
pajak yang menyelenggarakan pencatatan, 
penghasilan diakui dengan menggunakan stelsel kas 
murni. Maksudnya, penghasilan diakui jika 
pembayarannya sudah diterima. Dalam hal ini Toko 
CSG belum mengakui beban penyusutan gedung 
maupun peralatan dikarenakan perbedaan metode 
yang digunakan tidak mewajibkan pengakuan 
metode untuk pembebanan biaya penyusutan 
gedung dan peralatan. 

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28 ayat 5 
UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP 
menyatakan pembukuan diselenggarakan dengan 
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prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau 
stelsel kas. Tetapi menurut Purwanto (2013) Jika 
wajib pajak menggunakan stelsel kas, tidak boleh 
menggunakan stelsel kas yang murni, tapi harus 
stelsel kas campuran, yang dimaksud dengan stelsel 
kas tidak murni disini adalah walaupun wajib pajak 
menggunakan stelsel kas namun: 
1. dalam pengakuan penjualan meliputi seluruh 

penjualan tunai dan penjualan kredit 
2. dalam menghitung harga pokok penjualan 

memperhitungkan seluruh pembelian tunai dan 
pembelian kredit 

3. pengeluaran yang memiliki manfaat lebih dari 
satu tahun, pembebanannya melalui penyusutan 
atau amortisasi. 

 Dalam kasus ini Toko CSG dapat 
menggunakan metode stelses kas namun dalam hal 
pengakuan beban usaha untuk metode pencatatan 
boleh menggunakan stelsel kas murni, tetapi 
dikarenakan wajib pajak Toko CSG sudah wajib 
melakukan pembukuan maka Toko CSG harus 
menggunakan stelsel kas campuran dimana 
pembebanan penyusutan aset wajib dibukukan dan 
dicatat sebagai biaya yang diperkenankan sebagai 
pengurang (Deductible Expenses) pada akun beban 
penyusutan untuk tujuan fiskal. 

 
Analisis Pembukuan Untuk Tujuan Fiskal Toko 
CSG 

Untuk tujuan pembuatan laporan keuangan 
fiskal maka peneliti memasukan biaya penyusutan 
dalam laporan keuangan Toko CSG yang dimiliki 
UMKM tersebut untuk tujuan laporan keuangan 
fiskal pada Laporan Laba Rugi sebagai berikut: 

 

 
 

 
 

Dalam melakukan perhitungan penyusutan aset 
UMKM Toko CSG, peneliti menggunakan metode 
penyusutan garis lurus dan menentukan umur 
ekonomis berdasarkan Pasal 11 ayat 6 UU Nomor 
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang 
mengatur tentang masa manfaat umur ekonomis aset  
 
Penyusunan Pembukuan Untuk Tujuan Fiskal 
Toko CSG 

Penyusunan pembukuan digunakan untuk 
keperluan perhitungan pajak atas laba usaha. Prinsip 
akuntansi yang lazim digunakan dalam menyusun 
pembukuan secara fiskal disusun dengan mengikuti 
ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU No. 36 
Tahun 2008 tentang PPh.  

Tujuan utama penyusuan pembukuan fiskal 
yaitu untuk mengetahui jumlah penghasilan kena 
pajak (PKP), namun dalam menyusun pembukuan 
antara akuntansi komersil dan perpajakan terdapat 
perbedaan prinsip penyusunan yang fundamental 
diantara keduanya. Hal tersebut disebabkan karena 
perbedaan prinsip pengakuan penghasilan dan beban 
antara akuntansi komersil dan pajak. Perbedaan 
tersebut menurut Kesit (dalam Resmi, 2016:386), 
dapat diselesaikan dengan cara rekonsiliasi fiskal. 
Dalam menyusun pembukuan yang digunakan untuk 
tujuan fiskal, peneliti memasukan biaya penyusutan 
tahun 2016 sebagai pengurang penghasilan usaha 
Toko CSG. 
 Untuk menghitung besarnya penghasilan 
kena pajak, informasi keuangan yang dibutuhkan 
adalah besarnya penghasilan neto atau jumlah laba 
bersih menurut akuntansi yang digunakan sebagai 
dasar menghitung penghasilan kena pajak. 
Sebelumnya Toko CSG belum memasukan beban 
penyusutan pada Laporan Laba Rugi tahun 2016. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini Laporan Laba 
Rugi untuk tujuan fiskal dimasukan komponen 
beban penyusutan gedung tahun 2016 sebesar Rp. 
100.000.000,- dan beban penyusutan peralatan yang 
terdiri dari penyusutan atas aset etalase dan rak 
berjumlah Rp. 1.937.500,- serta aset meja dan kursi 
sebesar Rp. 1.250.000,-. Setelah diketahui jumlah 
laba bersih Rp. 687.724.576,- yang dikenakan pajak 
menurut akuntansi, selanjutnya karena perbedaan 
prinsip akuntansi untuk tujuan komersil dan fiskal 
maka UMKM Toko CSG harus membuat 
penyesuaian/rekonsiliasi fiskal dengan tujuan untuk 
laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan 
ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan. 

Untuk menentukan besarnya penghasilan 
kena pajak menurut aturan fiskal sesuai ketentuan 
yang berlaku dengan mengakui seluruh pendapatan 
dan biaya menurut akuntansi komersil dan 
menyesuaikan terhadap pendapatan dan biaya yang 
dapat dibebankan (deductible expenses) dan biaya 
yang tidak dapat dibebankan (non-deductible 
expenses) menurut ketentuan UU Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan, Toko CSG tahun 
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2016 wajib membuat penyesuaian/ rekonsiliasi 
fiskal. 

 
Penjelasan rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut: 
a. Pengeluaran uang makan sebesar Rp. 500.000,- 

untuk acara pribadi pemilik  
b. Pengeluaran beban sumbangan sebesar Rp. 

5.200.000,- termasuk sumbangan yang diberikan 
kepada pihak yang tidak ada hubungannya 
dengan pekerjaan 

c. Pembayaran premi asuransi BPJS sebesar Rp. 
4.800.000,- untuk 5 anggota keluarga pengusaha 

d. Pendapatan bunga deposito sebesar Rp. 
20.000.000,- 

e. Beban PPh Final sebesar Rp. 101.170.695,- 
Setelah dilakukan penyesuaian laba 

akuntansi komersil terhadap laba kena pajak 
menurut fiskal, langkah selanjutnya adalah 
menghitung berapa besarnya pajak penghasilan 
yang terutang. 

 

 

Besarnya pajak terutang Toko CSG untuk 
tahun 2016 jika menggunakan norma pembukuan 
yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 
tentang PPh dengan tarif Pasal 17 maka jumlah PPh 
yang harus dibayar sendiri sejumlah Rp. 
157.223.900,- Sedangkan pada tahun 2016 Toko 
CSG memenuhi kewajiban perpajakannya 
menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dengan total 
PPh Final 1% pada tahun 2016 yang dibayarkan 
adalah Rp 101.170.695,-. Penerapan perhitungan ini 
digunakan oleh Toko CSG untuk tahun pajak 
selanjutnya karena pada tahun 2017 Toko CSG 
sudah wajib melakukan pembukuan. Oleh karena itu 
untuk menghitung pajak yang terutang mulai tahun 
pajak selanjutnya menggunakan peraturan yang 
diatur sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008  

 
Penerapan Kewajiban PPh Tahunan UMKM 
Toko CSG Tahun 2016 

Salah satu konsekuensi menggunakan norma 
pembukuan adalah mengangsur PPh Pasal 25 
dengan menggunakan stelsel anggapan (fiktif) yaitu 
penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 
penghasilan tahun sebelumnya. Jadi dengan 
menggunakan penghasilan terutang dengan metode 
pembukuan di tahun 2016, maka angsuran PPh Pasal 
25 tahun 2017 sama dengan penghasilan ditahun 
2016. Perhitungan PPh Pasal 25 Toko CSG Tahun 
2017 adalah sejumlah Rp. 13.101.992 (Rp. 
157.223.900 : 12 bulan). Pembayaran PPh Pasal 25 
tahun 2017 wajib diangsur mulai awal tahun pajak 
yang dibayar paling lambat tanggal 15 bulan 
berikutnya setiap masa pajak serta menyampaikan 
SPT Tahunan WPOP dengan mengisi SPT Tahunan 
WPOP Formulir 1770 Lampiran I s.d. IV 
menggunakan metode pencatatan untuk tahun pajak 
2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Penyampaian SPT paling lambat yaitu akhir bulan 
Maret 2017.  

 
Kesimpulan 

Peneliti dapat memberikan kesimpulan 
bahwa kewajiban perpajakan mengacu pada 
ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP 
dan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh bahwa 
WPOP Toko CSG dalam melakukan kegiatan usaha 
diwajibkan menghitung dan memungut pajaknya 
sendiri dengan sistem self assesment. Hasil dari 
penerapan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang 
berlaku yang dilakukan pada Toko CSG adalah 
sebagai berikut:: 
1. Selama ini wajib pajak Toko CSG melaksanakan 

kegiatan perpajakannya dengan membayar pajak 
usaha final sebesar 1%. Namun seiring 
perkembangan bisnis pada tahun 2016 
mencatatkan akumulasi peredaran bruto pada 
bulan Juni 2016 sebesar Rp. 5.352.565.000. Oleh 
karena itu sampai akhir tahun UMKM tersebut 
tetap membayar PPh Final 1% tetapi pada tahun 
seelanjutnya dikenakan tarif yang diatur dalam 
UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh 
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2. Dalam rangka memenuhi kewajiban 
perpajakannya pada tahun 2017 Toko CSG 
sudah diwajibkan menggunakan metode 
pembukuan untuk mencatatkan hasil usahanya 

3. Kewajiban mengangsur pajak penghasilan Pasal 
25 Toko CSG untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 
13.101.992,- perbulan yang ditentukan dari 
perhitungan PPh atas dasar pembukuan Tahun 
2016. Adapun Pengisian SPT Tahunan Tahun 
Pajak 2016 masih menggunakan metode 
pencatatan dengan mengisi Formulir SPT 
Tahunan PPh WPOP 1170 Lampiran I s.d. IV 

Dampak dari penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti terhadap UMKM Toko CSG yaitu UMKM 
Toko CSG telah terbantu dalam menerapkan 
kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku 
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